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Abstrak

Tradisi pada masyarakat adat di Pulau Ambon dijumpai dalam berbagai aspek kehidupan. Relatif tradisi menjadi tata aturan atau pedoman bagi masyarakat untuk melaksanakan aktivitas kehidupannya, baik itu pada bidang ekonomi, politik, hukum, sosial budaya dan lainnya. Tentu upaya ini diletakan oleh leluhur menghindari perilaku hidup tidak teratur sehingga ketenteraman dan kenyamanan akan dirasakan oleh masyarakat. Olehnya itu, dengan dasar yang telah diletakan ini secara turun temurun akan menjadi acuan untuk bertindak dan membangun kehidupan bersama, seperti halnya saudara kawin dalam proses perkawinan adat di Negeri Seith, Pulau Ambon. Seith sebagai negeri penganut agama Islam memberikan ruang bagi mekanisme praktek-praktek adat masyarakatnya secara khusus dalam tradisi perkawinan. Olehnya itu saudara kawin mendapat pengakuan dan terintegrasi dalam perkawinan secara agama, realitas ini menggambarkan lembaga adat dan agama tidak saling berkompetisi namun secara bersama memberikan kontribusi bagi penguatan masyarakat dan umatnya yang hendak membangun rumah tangga baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan, menemukan, dan menganalisis nilai dan makna saudara kawin dalam proses perkawinan adat di Negeri Seith. Metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi. Sesungguhnya hal ini penting diungkapkan untuk menunjukkan realitas objektif masyarakat menjalankan tata aturan adat sebagaimana diatur oleh leluhur dan ketentuan Tuhan Yang Maha Kuasa lewat lembaga agama. Saudara kawin ialah wali nikah yang ditentukan dari kerabat ayah calon pengantin perempuan, perkawinan secara agama akan dilaksanakan jika sesuai dengan ketentuan dimaksud.
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1. PENDAHULUAN
Realitas kehidupan masyarakat adat umumnya memahami tradisi perkawinan adat sebagai hal sakral sekaligus pedoman bagi mereka untuk membangun rumah tangga baru. Tradisi dipahami sebagai bentuk kebudayaan secara turun-temurun diwarisi oleh masyarakat di suatu daerah tertentu berdasarkan sistem kepercayaan yang dianut (Saraswati et al.,2022). Tentunya hal ini diletakan oleh leluhur memiliki nilai dan esensi dasar akan menjadi pedoman bagi terwujudnya keteraturan hidup masyarakat pada setiap generasi. Keunikan budaya yang beragam tersebut berimplikasi pada pola pikir, perilaku, dan karakter pribadi sebagai tradisi yang hidup dalam masyarakat (Matitaputty, 2021).
Dalam keluarga suku Batak kebudayaan memiliki hubungan yang erat dengan manusia dalam setiap aktivitas keseharian hidupnya (Novelita et al., 2019). Masyarakat dan kebudayaan di Indonesia sangatlah beragam dan memiliki karakteristik ciri khas yang berbeda. Seperti diketahui, keragaman dimaksud meliputi bahasa, upacara adat, norma-norma, upacara-upacara, pakaian adat, seni dan lain sebagainya (Misyuraidah & Syarnubi, 2017). 
Kebudayaan dan eksistensinya dapat dilihat dalam komunitas masyarakat adat yang sampai saat ini masih kuat berpegang dan mempraktekkan tata aturan adat dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya upacara perkawinan. Upacara adat perkawinan yang di anggap sakral selalu terkait dengan upacara adat. Sebagaimana yang di ketahui bahwa adat perkawinan dianggap sah dan diakui oleh masyarakat apabila perkawinan tersebut sudah ditandai dalam perkawinan adat (Waelaruno et al., 2022).
Seperti diketahui perkawinan ialah moment penting bagi setiap kehidupan manusia. Perkawinan sendiripun terbentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia mencakup kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna. (Kamal, 2014). Begitupun di dalam tradisi adat Minangkabau, perkawinan dipahami sebagai satu peristiwa penting pada siklus kehidupan manusia serta merupakan situasi peralihan yang sangat berarti untuk membentuk kelompok kecil keluarga baru penerus keturunan (Asmaniar, 2018).
Keberadaan masyarakat adat dengan berbagai tradisi dan lingkungannya yang telah ditetapkan dan diwariskan oleh leluhur tidaklah mengabaikan eksistensi agama modern sebagai bentuk keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan yang maha kuasa. Oleh sebab itu, masyarakat secara individu melembaga dan menyatu dalam dirinya, seperti perkawinan orang Banjar di Kalimantan Selatan, dimana ketiga unsur yang melembaga ini terintegrasi dalam satu kesatuan pandangan hidup mereka (Muzainah & Hafidzi, 2019). 
Seperti yang terjadi pada budaya orang Lampung, dimana hubungan antara kepercayaan agama Islam dengan budaya masyarakat setempat bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu bentuk perpaduan dimaksud menampakan ciri budaya yang sikretis (Isnaeni & Hakiki, 2016). Sebab menurut ajaran Islam perkawinan merupakan bentuk ibadah bagi seorang muslim, karena dengan menikah diasumsikan bahwa seseorang mampu mengemban amanah untuk membawa dan mengarahkan keluarganya ke jalan yang benar (Ambarwati & Faizal, 2022). Ajaran Islampun memberikan ruang bagi peran adat-istiadat melaksanakan acara perkawinan kepada penganutnya (Muzainah & Hafidzi, 2019b).
Demikian pula upacara adat perkawinan yang berlangsung di Negeri Seith Pulau Ambon, diketahui bahwa masyarakat negeri ini seluruhnya menganut agama Islam. Di Negeri Seith, tradisi perkawinan adat yang dikenal dengan sebutan “Malua Ela-Maina Ulu” dianggap sakral oleh masyarakat setempat. Pemaknaan terhadap tradisi ini diakui sebagai bentuk tata aturan yang diletakan oleh leluhur bagi kepentingan masyarakat di masa lalu, kini dan akan datang. Proses tradisi perkawinan adat di Negeri Seith ini memiliki keunikan yang relatif agak berbeda dengan negeri-negeri lain di Pulau Ambon, hal ini dijumpai saat awal tradisi ini dilakukan kedua mempelai diwajibkan memiliki saudara kawin. Saudara kawin dalam observasi awal ditemui bahwa jika belum ditemui atau ditentukan oleh kedua mempelai yang akan menikah, maka proses perkawinan adat tidak dapat dilakukan. Hal ini menunjukkan saudara kawin merupakan prasyarat khusus dan wajib akan berlangsungnya perkawinan adat di Negeri Seith, tentu kondisi demikian memberikan gambaran bahwa bagi masyarakat setempat prasyarat tersebut menjadi penting dan telah melembaga di dalam sistem sosial budaya kehidupan mereka. 
Berdasarkan realitas di atas, penelitian ini berupaya untuk menelusuri pemhaman masyarakat tentang saudara kawin. Pemahaman yang dimaksudkan ialah perspektif, proses, pemaknaan dan nilai kultural yang terkandung memberikan kontribusi terhadap perilaku masyarakat untuk tetap mentaati, mewarisi serta melestarikannya hingga masa sekarang ini. Di lain sisi, penelitian inipun diupayakan untuk menganalisis realitas kehidupan sosial budaya masyarakat adat Negeri Seith sehingga diharapkan mendapatkan konsep tentang konstruksi pemikiran masyarakat terhadap saudara kawin dalam lembaga perkawinan adat tersebut.
Penelitian ini difokuskan pada eksistensi saudara kawin dan perannya dalam tradisi perkawinan adat masyarakat Negeri Seith. Mengacu pada fokus penelitian, capaian yang menjadi tujuan untuk dikaji yakni 1). Bagaimanakah penentuan status saudara kawin dalam perkawinan adat? 2). Bagaimana peran dan fungsi saudara kawin dalam perkawinan adat? 3). Bagaimana nilai kultural saudara kawin dalam perkawinan adat?.
Pertanyaan penelitian yang pertama dikemukakan untuk mengetahui mekanisme dan cara masyarakat menentukan saudara kawin. Penelusuran pertanyaan dimaksud akan memberikan gambaran tentang latar belakang dan asal usul saudara kawin dalam perkawinan adat. Pertanyaan inipun akan menjadi dasar untuk selanjutnya menelusuri peran dan fungsi saudara kawin serta menemukan nilai kultural saudara kawin di dalam realitas kehidupan masyarakat terhadap perkawinan adat di Negeri Seith.

 

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan untuk mengungkap realitas objektif penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menelusuri informasi dan pengetahuan masyarakat Negeri Seith tentang saudara kawin di dalam perkawinan adat. Dengan menggunakan perspektif emik, yaitu perspektif dari sisi masyarakat yang diteliti untuk menangkap apa yang mereka lakukan dan alami, apa yang mereka rasakan, bahkan apa yang mereka pikirkan. Perspektif ini dibutuhkan menelusuri keberadaan realitas masyarakat Negeri Seith tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penentuan Saudara Kawin.
Saudara kawin dalam tradisi Masyarakat Negeri Seith ialah prasyarat khusus pasangan muda-mudi yang akan mengikat perjanjian membangun rumah tangga baru. Prasyarat inipun disepakati bersama dan menjadi kebiasaan yang dilakukan bagi Masyarakat setempat. Diketahui ketentuan ini telah dipraktekan sejak kehidupan leluhur di masa lampau, bahkan praktek ini berlangsung sebelum hadirnya agama yang dianut Masyarakat setempat. Olehnya itu, saudara kawin pada Masyarakat Negeri Setih merupakan bagian dari tradisi kelembagaan adat dan menjadi suatu ketentuan yang wajib dipatuhi oleh masyarakat yang berdomisili di wilayah teritorial negeri.
Praktek pemberlakuan saudara kawin umumnya dijumpai hanya pada masyarakat Negeri Seith yang berdomisili di wilayah setempat. Hal ini terlihat pada anak Negeri Seith yang berdomisili di luar wilayah teritorial negeri ini tidak menjadi kewajiban untuk mempraktekannya, kecuali pelaksanaan ritual pernikahannya berlangsung di negeri tersebut. 
Pemaknaan terhadap status saudara kawin dipahami umumnya oleh masyarakat lain dalam proses perkawinan seperti saudara wali atau saksi pernikahan. Namun penentuan saudara kawin tidak lazimnya ditentukan oleh Masyarakat umumnya. Kebiasaan menentukan saudara kawin/sudara wali/saksi pernikahan terjadi atas persetujuan calon mempelai yang akan menikah, oleh karena itu dijumpai penentuannya atas dasar hubungan pertemanan, hubungan kedekatan di luar kekerabatan dan lain sebagainya. Untuk itu dapat dijelaskan mekanisme dan substansi saudara kawin di Negeri Seith sebagai berikut.

a. Penentuan saudara kawin. 
Menentukan saudara kawin di Negeri Seith ialah kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon pengantin perempuan. Artinya bahwa menentukan saudara kawin berlangsung pada keluarga inti calon pengantin perempuan. Ketika kedua pasangan calon bersepakat untuk bersatu dalam ikatan rumah tangga, proses peminangan dilakukan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki terhadap keluarga calon mempelai perempuan. Pada tahapan ini kesepakatan kedua keluarga berlangsung, kesepakatan tersebut berupa penetapan tanggal pernikahan dan pembayaran harta kawin.
Berdasarkan kesepakatan yang berlangsung, langkah selanjutnya ialah keluarga inti perempuan menentukan waktu pertemuan keluarga yang memiliki hubungan kekerabatan, baik pada orang tua laki-laki maupun perempuan. Pada tahapan ini selain membicarakan berbagai persiapan acara pernikahan, terpenting ialah menentukan saudara kawin sebagai prasayarat berlangsungnya acara pernikahan. Oleh karena itu, penentuan saudara kawin umumnya lebih diperankan oleh kerabat ayah calon pengantin perempuan.
Sesuai mekanisme tradisi adat masyarakat setempat, saudara kawin yang ditetapkan berasal dari garis keturunan perempuan kerabat ayah 2 (dua) atau lebih generasi di atasnya. Dapat dicontohkan minimal seorang keturunan laki-laki (anak/cucu/cece dan seterusnya) dari saudara perempuan kakek atau di atasnya yang telah menikah dengan marga lain dan dirasakan telah memiliki kemampuan psikologi atau kematangan berperilaku serta bertindak agar dapat dijadikan panutan bagi pasangan suami isteri yang akan menikah. Biasanya yang dipilih menjadi saudara kawin ialah kerabat yang hampir tidak lagi saling mengetahui dan mengenal diantara mereka, oleh sebab itu dalam kesepakatan menelusuri silsilah keturunan perempuan dari kerabat ayah dilakukan secara teliti. Penentuan saudara kawin berdasarkan gambaran dimaksud dapat menjelaskan masyarakat Maluku umumnya bahkan Seith secara khusus menganut garis keturunan patrilineal, dimana garis keturunan laki-laki sebagai pewaris identitas generasi berikutnya. Terlihat pada pewarisan identitas dari keturunan secara ideal marga yang dipakai oleh anak di dalam keluarga menggunakan marga dari sang ayah.

b. Permintaan kesediaan saudara kawin.
Melewati tahapan pertemuan kerabat ayah, penelusuran keturunan perempuan, dan penetapan saudara kawin, langkah selanjutnya dilakukan ialah meminta kesediaan yang bersangkutan berdasarkan hasil kesepakatan. Proses permintaan kesediaan tersebut dilakukan oleh ayah dan ibu serta saudara kandung ayah dari calon mempelai perempuan dengan mendatangi calon saudara kawin untuk menyampaikan maksud dari hasil kesepakatan bersama. Pada pertemuan yang berlangsung terdapat 2 (dua) hal pokok yang disampaikan, pertama yaitu menginformasikan bahwa anak perempuan akan menikah serta waktu pernikahannya dan kedua ialah meminta kesediaan untuk menjadi saudara kawin.
Pada tahapan ini relatif dijumpai ketika seseorang dimintai kesediaan tidak pernah terjadi penolakan walaupun menyandang status saudara kawin dirasakan nantinya memiliki tanggungjawab besar terhadap perjalanan rumah tangga calon pengantin selamanya. Sebab menurut tradisi masyarakat setempat ketika calon pengantin disahkan dalam proses akad nikah, sesungguhnya saudara kawin bertanggungjawab penuh disamping orang tua kandung pengantin perempuan. Tanggungjawab dimaksud baik pada aspek moril maupun materil, artinya bahwa keadaan suka maupun duka ataupun permasalahan rumah tangga di masa akan datang turut menjadi bagian yang dihadapi dan dirasakan sepenanggungannya oleh saudara kawin. Di sisi lain kesediaan menerima inipun ialah bentuk kesadaran akan keberadaan status dari hubungan kekerabatan diantara mereka sesuai garis keturunan berdasarkan tata aturan tradisi adat masyarakat Negeri Seith seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk itu pada tahapan ini, saudara kawin yang dimintai kesediaannya merasa kebanggan tersendiri atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
Selain itu, realitas dari kepercayaan dan tanggungjawab yang diberikan tidak hanya bersifat individu melainkan kolektivitas kerabat dari saudara kawin. Artinya bahwa perjalanan rumah tangga calon pengantin kedepan turut merasa sepenanggungan oleh keluarga besar daripada saudara kawin dimaksud. Oleh sebab itu, setelah dimintai kesediaan langkah inisiatif saudara kawin mengumpulkan kerabat lainnya berdasarkan garis keturunannya untuk menyampaikan informasi tersebut sekaligus mempersiapkan berbagai hal menyonsong acara perkawinan. Inilah langkah awal mulanya bentuk rasa sepenanggungan dari kerabat saudara kawin terhadap perjalanan rumah tangga mempelai yang akan menikah. 

c. Pemberlakuan Sanksi tidak ada saudara kawin.
Praktek penentuan saudara kawin dalam tradisi adat perkawinan di Negeri Seith merupakan suatu kewajiban saat awal masyarakat akan melangsungkan pernikahan. Umumnya kewajiban ini telah diketahui dan diakui sebagai prasyarat mutlak secara turun temurun, sehingga ketika anak gadis negeri yang akan menikah sudah tentu orang tua dan kerabat inti akan membicarakan dan menentukan saudara kawin anak gadis tersebut.
Menentukan saudara kawin melalui mekanisme dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh leluhur telah menjadi kebiasaan menjelang pernikahan, untuk itu biasanya selain mempersiapkan pelaksanaan acara resepsi nikah, terpenting ialah mengidentifikasi dan penelusuran terhadap penentuan saudara kawin dipersiapkan terlebih dahulu. Langkah tersebut selain memiliki kesadaran ikatan sebagai anak adat negeri terhadap tradisi adatnya, namun terpenting ialah saudara kawin yang ditentukan sesuai mekanisme adat menjadi prasyarat khusus berlangsungnya proses akad nikah dalam kelembagaan agama. Jika hal tersebut belum dilakukan, maka pelaksanaan akad nikah dimaksud tidak dapat berlangsung. Sesuai ketentuan kelembagaan agama di Negeri Seith, pernikahan akan ditunda sampai dengan saudara kawin ditetapkan dan secara bersama-sama mengikuti prosesnya.
Realitas ini menunjukkan kemampuan masyarakat Negeri Seith memandang pentingnya tradisi adat masyarakat negeri setempat diberikan ruang dalam praktek kelembagaan agama. Keberadaan masyarakat yang memiliki status ganda, baik sebagai anak adat dan penganut agama saling memberikan pengakuan terhadap eksistensi masing-masingnya. Terkait hal ini realitas tersebut relatif tidak ditemui pada masyarakat adat lainnya di Pulau Ambon secara khusus di wilaya jasirah Leihitu, dimana membangun rumah tangga baru oleh masyarakat mendasarinya dengan ketentuan institusi lokal yang dianut dan dipercayai sebagai satu kesatuan nilai yang tidak dapat dilepaspisahkan.
Praktek tersebut terpelihara hingga saat ini, oleh karena itu realitas kehidupan masyarakat Negeri Seith dari dahulu sampai sekarang menunjukkan tingkat kepatuhan dan memberikan gambaran masyarakatnya memiliki keteraturan di dalam berperilaku baik terhadap tata aturan adat maupun ajaran agama (islam). Untuk itu relatif Negeri Seith diantara negeri-negeri tetangganya selain tradisi perkawinan dijumpai pula tradisi-tradisi lainnya sehingga diakui sebagai negeri yang memiliki sumberdaya adatis cukup kuat mempertahankan dan mempraktekannya sesuai peruntukan pelaksanaannya. 

Peran dan Fungsi Saudara Kawin.
Saudara kawin yang ditetapkan bagi calon mempelai perempuan saat akan melangsungkan akad nikah memiliki peran dan fungsi. Status saudara kawin menurut konsep yang terbangun dalam pengetahuan masyarakat sesuai tradisi adat-istiadat dapat diidentifikasi atas 2 (dua) bagian yaitu peran dan fungsi pada saat proses dan sesudah pelaksanaan akad nikah. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Peran dan Fungsi Saudara Kawin Sebelum dan Pelaksanaan Akad Nikah.
Salah satu persyaratan pelaksanaan akad nikah menurut kelembagaan agama di Negeri Seith ialah memiliki saudara kawin. Status saudara kawin yang dimiliki memiliki fungsi dan peran menjadi wali atau saksi dalam pernikahan, sebagaimana diketahui menetapkan saudara kawin melalui mekanisme sesungguhnya hal mendasar ialah berperan mendampingi calon pengantin yang akan menikah. Bentuk pendampingan tersebut ialah mendukung serta membantu pemenuhan kebutuhan pernikahan nantinya, kesadaran terhadap hal ini telah menjadi suatu kewajiban ketika diminta dan menyatakan kesediaannya menjadi saudara kawin dimaksud.
Oleh karena itu, menjelang pernikahan saudara kawin bersama kerabatnya akan terlibat mempersiapkan acara pernikahan sehingga terlihat bahwa beban atau tanggungjawab acara tersebut tidak hanya menjadi bagian yang ditanggulangi oleh kerabat inti calon mempelai perempuan. Sekalipun menurut asal-usul memiliki hubungan kekerabatan, namun keterlibatan bersama ialah bentuk tanggungjawab moral dari status sebagai saudara kawin.
Selain itu, peran saudara kawin pada pelaksanaan akad nikah ialah mendampingi pasangan calon pengantin perempuan. Peran ini dijalankan selain memenuhi persyaratan kelembagaan agama yakni didampingi saudara kawin menurut adat, terpenting ialah prasyarat legitimasi proses akad nikah sebagai wali (saksi). Untuk itulah, saudara kawin menjalankan peran dan fungsinya sangatlah penting karena keberadaannya dalam proses tersebut mendukung resminya pembentukan rumah tangga baru, baik secara hukum formal maupun agama.

b. Peran dan Fungsi Saudara Kawin Setelah Akad Nikah.
Status saudara kawin setelah proses akad nikah berlangsung akan tetap terpelihara serta memiliki hubungan bersama rumah tangga yang baru terbentuk. Keterikatan bersama antara keluarga baru dengan saudara kawin maupun kerabatnya tidak dibatasi oleh waktu dan bahkan melibatkan keturunan berikutnya, hubungan ini akan terjalin sampai selama-lamanya. 
Awal peran dan fungsi saudara kawin setelah pelaksanaan acara akad nikah ialah memberikan sembilan bahan pokok (Sembako) kepada suami isteri yang baru membangun rumah tangga. Bahan sembako berasal dari kerabat (adik, kakak, anak, orang tua dan sebagainya) saudara kawin, tindakan ini berlangsung atas kesepakatan bersama sehingga bahan yang diberikan ini ialah tanggungan dari masing-masing mereka. Tindakan ini sesungguhnya menunjukkan peran dan fungsi saudara kawin memberikan jaminan kehidupan jasmaniah melandasi perjalanan rumah tangga yang menjadi tanggungjawab mereka selain orang tua kandung dari kedua suami isteri tersebut.
Peran dan fungsi lainnya akan berlangsung secara terus menerus pada waktu-waktu berikutnya berupa bantuan moril maupun materil. Bantuan moril dapat dijelaskan berupa keterlibatan saudara kawin dalam memberikan dorongan atau motivasi dan pendampingan ketika pada waktu-waktu tertentu mereka diperhadapkan dengan permasalahan rumah tangga. Memberikan penguatan dan solusi merupakan tindakan nyata implementasi bantuan moril dimaksud, tentunya pada bagian ini permasalahan yang dihadapi rumah tangga ialah tanggungjawab bersama saudara kawin dengan kerabatnya. Sedangkan bantuan materil umumnya berupa bantuan benda-benda bernilai ekonomis ketika pelaksanaan acara khitanan, pernikahan dan lain-lain. Biasanya tindakan berupa bantua moril maupun materil tidak hanya dilakukan oleh kerabat saudara kawin, namun secara timbal balik ketika kerabat saudara kawin diperhadapkan dengan hal yang sama. Bantuan yang diberikanpun bersifat sukarela dengan tidak terpaksa sesuai keadaan ekonomi keluarga.

Nilai Kultural Saudara Kawin dalam Perspektif Masyarakat Negeri Seith.
Pemaknaan saudara kawin dalam tradisi perkawinan adat memiliki nilai atau konsep kultural sebagai bagian dari perspektif masyarakat Negeri Seith terhadap tradisi yang ditetapkan oleh leluhur di masa lalu. Pendasaran nilai akan pentingnya praktek saudara kawin dapat ditemukan beberapa hal, pertama, mengembalikan relasi sosial hubungan kekerabatan dan membentuk kohesi sosial baru. Mekanisme penentuan saudara kawin menurut hubungan kekerabatan saudara perempuan pada 2 (dua) generasi atau lebihnya dari garis keturunan ayah calon pengantin perempuan yang hubungan kekerabatannya dirasakan telah melemah. Artinya bahwa keintiman hubungan kekerabatan relatif tidak nampak, oleh karena itu saudara kawin ditentukan umumnya ditujukan pada keturunan yang hampir tidak saling mengenal satu dengan lainnya. Wujud nilai kultural ini, masyarakat Negeri Seith dalam tradisinya mempertimbangkan keberadaan garis keturunan perempuan, kedua tradisi adat masyarakat yang diakomodir sebagai prasyarat pernikahan secara agama. Wujud penyatuan dan tingkat penerimaan untuk saling melengkapi terlihat pada proses perkawinan di Negeri Seith. Proses pernikahan secara agama belum dapat dilaksanakan, jika saudara kawin belum hadir di acara pernikahan, tentu realitas ini menggambarkan integrasi institusi lokal untuk saling mengakui mekanisme-mekanisme aturan perkawinan pada masing-masing institusi. Tentu hal ini memberikan nilai bahwa 2 (dua) institusi lokal yang hidup dan dipatuhi oleh masyarakat menunjukkan konsep saling menerima satu dengan lainnya di dalam praktek proses perkawinan.

4. KESIMPULAN

Menentukan saudara kawin dalam perkawinan adat di Negeri Seith ialah suatu kewajiban yang dilakukan oleh calon pengantin perempuan. Berdasarkan tradisi adat masyarakat Negeri Seith, penentuan saudara kawin ditentukan dari keturunan perempuan kerabat ayah 2 (dua) atau lebih generasi diatasnya. 
Bentuk tanggungjawab saudara kawin terhadap perjalanan rumah tangga pengantin yang baru menikah baik moril maupun materil berlangsung selamanya. Tanggungjawab jawab inipun tidak hanya bersifat individu orang yang memiliki status saudara kawin pada saat pelaksanaan perkawinan adat, namun secara kolektif kerabat dari saudara kawin tersebut.
Penentuan saudara kawin berdasarkan mekanisme adat sesungguhnya menjadi prasyarat pernikahan di dalam institusi agama. Nilai kultural saudara kawin ialah memberikan wujud merajut kembali hubungan kekerabatan dan kohesi sosial terhadap garis keturunan kerabat perempuan dari sang ayah calon pengantin perempuan. Olehnya itu, umumnya saudara kawin terpilih cenderung diperuntukan bagi mereka yang terkesan hubungan interaksi kekerabatannya relatif sudah mulai berkurang.
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